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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Penetapan bunga tinggi dalam perjanjian utang piutang berdasarkan 

asas kepatutan adalah merupakan hal yang tidak patut dan tidak layak. 

Walaupun bunga yang diperjanjikan diperbolehkan melebihi bunga 

yang diatur oleh undang-undang dengan syarat tidak bertentangaan 

dengan undang-undang dan belum terdapat pengaturan lebih lanjut 

mengenai bunga, tetapi bunga yang ditetapkan dalam perjanjian utang 

piutang tidak boleh memberatkan debitur. Bunga yang tinggi adalah 

memberatkan debitur. Hal tersebut dikerenakan bunga yang patut 

adalah bunga yang layak, dapat diterima banyak masyarakat dan 

memenuhi rasa keadilan. Penetapan bunga yang patut dan layak dapat 

terlihat pada bunga yang ditetapkan oleh bank terutama bank 

pemerintah. Karena bank menetapkan bunga berdasarkan 

perkembangan perekonomian yang terjadi, sesuai dengan kemampuan 

masyarakat serta bunga yang ditetapkan bank selalu diawasi oleh Bank 

Indonesia, terutama bank pemerintah selain diawasi Bank Indonesia, 

bank pemerintah pun diawasi oleh pemerintah sendiri karena bank 

tersebut milik pemerintah.  
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2. Akibat hukum penetapan bunga yang lebih tinggi dari bunga lembaga 

keuangan bank  dalam perjanjian utang piutang tidak memiliki sebab 

yang halal. Maka bunga tinggi yang ditetapkan dalam perjanjian 

uatang piutang adalah memberatkan debitur dan bertentangan dengan 

undang-undang, kesusilaan baik dan ketertiban umum sesuai dengan 

Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan Pasal 1339 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu 

perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas 

dianyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang 

menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan 

undang-undang. Dan penetapan bunga tinggi dalam perjanjian utang 

piutang tidaklah sesuai dengan kepatutan dan kebiasaan. Sedangkan 

bunga tinggi yang ditetapkan dalam perjanjian utang piutang 

bertentangan dengan kepatutan. Oleh karena itu, penetapan bunga 

tinggi dalam perjanjian utang piutang bertentangan dengan syarat sah 

perjanjian keempat yang diatur dalam Pasal 1320 yakni, kausa yang 

halal. Konsekuensinya perjanjian yang telah dibuat akan menjadi batal 

demi hukum dengan kata lain perjanjian tidak berkekuatan dan 

dianggap tidak pernah ada. 

3. Bentuk pertanggungjawaban debitur atas tidak dibayarkannya bunga 

tinggi yang ditetapkan dalam perjanjian utang piutang adalah debitur 

tetap harus membayar bunga. Sebab kreditur telah memberi 

kenikmatan berupa sejumlah uang yang dapat dipergunakan oleh 
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debitur. Kreditur juga berhak atas keuntungan setelah memenuhi 

prestasi berupa menyerahkan uang sebagai kenikmatan bagi kreditur. 

Keuntungan yang seharusnya didapatkan kreditur dari utang piutang 

adalah melalui bunga. Bunga yang dipenuhi pun haruslah bunga yang 

wajar. Kreditur dapat memperoleh haknya yang berupa bunga melalui 

gugatan kepada pengadilan dengan mendasar kepada perjanjian yang 

telah dibuat sebelumnya. Yang mana kreditur mengalami kerugian atas 

tidak terpenuhi haknya dalam memperoleh bunga yang seharusnya 

didapatkan dari perjanjian utang piutang yang sebelumnya pernah ada. 

Dari gugatan dan proses acaranya hakim harus menilai besarnya bunga 

yang ditetapkan dalam perjanjian dan besarnya bunga yang seharusnya 

dibayarkan debitur kepada kreditur. Seperti Yurisprudensi M.A. 

tanggal 30-6-1970 No. 755 K/Sip/1970 yang menyatakan bahwa 

menurut peraturan (Woeker ordonantie S. 1938-524), apabila 

pengadilan menganggap bunga atas suatu pinjaman uang terlampau 

besar, Pengadilan Karena Jabatan dapat meringankan bunga tersebut. 

 

B. SARAN 

1. Sebaiknya adanya pembentukan perundang-undangan mengenai 

penetapan bunga dalam perjanjian utang piutang selalu dapat 

disesuaikan dengan bunga yang berlaku pada bank. Karena bank 

menentukan bunga berdasarkan perkembangan dan pertumbuhan 

ekonomi secara signifikan. 
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2. Sebaiknya praktisi hukum dan masyarakat lebih memperhatikan bunga 

yang berlaku pada saat membuat perjanjian utang piutang. Ini upaya 

agar perjanjian utang piutang yang dibuat tidak bertentangan kepatutan 

dan dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

merupakan syarat sah perjanjian. 

 


